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ABSTRAK

ABSTRAK
Tujuan penclitian ini untuk membahas serta menganalisis terkait Peluang dan Tantangan
One Channel System dalam konteks keamanan PMI ke Arab Saudi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik. Sedangkan sumber data yang diperoleh
dalam penelitian ini yaitu sumber data Primer dan Sekunder dengan teknik pengambilan data
melalui wawancara dengan Atasc Ketenagakerjaan Riyadh secara online menggunakan
platform zoom meeting. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kepatuhan
(Compliance) Rezim Internasional yang terdiri dari tiga dimensi yaitu: Quiputs (Kebijakan
yang diterapkan), berupa Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama One Channel
System dan penerapan kebijakan tersebut. Adapula Outcomes (Perubahan perilaku
pemerintah), yaitu Memberikan Pelayanan Yang Semakin Baik bagi PMI melalui SPSK.
Namun masih dilihat perkembangannya karena masih di tingkatan Pilot Project. Dan yang
terakhir yaitu /mpacts (hasil/dampak), Mcningkatkan Perlindungan PMI sckaligus membuka
peluang kesempatan kerja layak. Namun masih terdapat potensi pelanggaran PMI Non
proscdural dan Berpotensi terjadinya ketidakscimbangan Supply dan Demand dalam SPSK.
Sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dan keseriusan kedua negara agar dapat berjalan

konsisten dan mampu mencegah peningkatan daftar pengaduan PMI di negara penempatan.

Kata Kunci : Peluang, Tantangan, SPSK, PMI, Keamanan
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ABSTRACT

ABSTRACT
The purpose of this study is to discuss and analyze the Opportunities and Challenges related
to the One Channel System in the context of PMI security to Saudi Arabia. This study uses a
qualitative descriptive analytic method. While the data sources obtained in this study are
Primary and Secondary data sources with data collection techniques through interviews with
the Riyadh Labor Attache online using the zoom meeting platform. In this study, the authors
use the theory of International Regime Compliance which consists of three dimensions,
namely: Outputs (policies implemented), in the form of a Memorandum of Understanding
(MoU) of One Channel System Cooperation and implementation of these policies. There are
also Outcomes (Changes in government behavior), namely Providing Better Services for PMI
through SPSK. However, the progress is still being seen because it is still at the Pilot Project
level. And the last one is Impacts (results/impact), Increasing PMI Protection as well as
opcning opportunitics for decent work opportunities. However, there is still the potential for
non-procedural PMI violations and the potential for supply and demand imbalances in SPSK.
So that it takes a strong commitment and seriousness from both countries so that it can run
consistently and be able to prevent an increase in the list of PMI complaints in the placement

country.

Keywords: Opportunities, Challenges, SPSK, PMI, Security
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Migrasi tenaga kerja internasional diartikan sebagai perpindahan orang
dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan pekerjaan. Migrasi khususnya
bagi para pekerja migran memang baik untuk dilakukan (Migration Updates,
2022). Dengan adanya kegiatan migrasi menghadirkan dampak positif yaitu
memberikan kontribusi besar dalam kehidupan pekerja migran serta menjadi
salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi
masalah pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dan
meningkatkan skills atau keterampilan kerja maupun memberikan keuntungan
dalam menaikkan devisa negara. Pekerja migran sendiri, telah memberikan
sumbangsih cukup besar terhadap pemasukan devisa negara (Pangestu et al.,
2020b).

Namun disisi lain, adanya kegiatan migrasi nyatanya tidak menjamin
keamanan maupun perlindungan bagi pekerja migran yang berada di negara
penempatan, yang dimana hal ini dialami secara langsung oleh Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Timur Tengah. Banyak sekali tindakan kekerasan yang
dihadapi para pekerja migran sebagai risiko bekerja di negara penempatan.
Akibat dari tingginya tindakan kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia,
mau tidak mau memaksa pemerintah melakukan kebijakan moratorium.
Terkait kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, dalam hal ini
bukanlah keputusan atau kebijakan pertama kali yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia, nyatanya kebijakan ini pernah diterapkan pemerintah

Indonesia terhadap negara lainnya misalnya Malaysia yang terjadi pada



tanggal 25 Juni 2009, kemudian Kuwait pada tanggal 1 September 2009 dan
Yordania pada 29 Juli 2010. Sedangkan moratorium pengiriman PMI ke Arab
Saudi dikeluarkan pertama kali pada bulan Januari 2011 dalam bentuk soft
moratorium (Semi moratorium). Soft Moratorium terbagi menjadi dua
langkah, yakni yang pertama pembenahan di Indonesia dan Arab Saudi.
Pembenahan di Indonesia dilakukan dalam bentuk pemberlakuan ketat pada
pengiriman PMI misalnya pembenahan proses permintaan tenaga kerja, skills
atau keterampilan kerja, rekrutmen calon PMI, dan ujian Kesehatan,
pemberian jaminan asuransi, pembekalan, pelatihan uji bahasa, serta
pemberangkatan maupun perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri.
Semenatara itu, pembenahan yang difokuskan oleh Arab Saudi yaitu
pemfokusan diri pada pembenahan regulasi maupun sosialisasi. Hal ini
dilakukan karena berkaitan dengan pengendalian Job Orders, melalui
penambahan syarat-syarat dengan harapan majikan mempekerjakan PMI
sesuai kriteria yang diinginkan (Yuanita, 2016).

Namun sayangnya, masih tetap ada pengaduan terkait kekerasan dari
para pekerja migran dimana telah mengancam keamanan mereka di negara
penempatan. Sedangkan bentuk kekerasan yang dialami PMI beragam mulai
dari kekerasan fisik dan seksual, eksploitasi bahkan perlakuan buruk terkait
pembayaran gaji dimana melanggar kontrak atau gaji yang sebelumnya telah
disepakati. Sementara itu kontrak kerja merupakan landasan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban antara majikan maupun pekerja migran,
setidaknya dari hasil survey World Bank Indonesia’s International Migration
and Remittances sepanjang tahun 2013-2014, diperkirakan sepertiga pekerja

migran Indonesia telah menandatangani kontrak kerja sebelum keberangkatan.



Kemudian sekitar 56% secara keseluruhan pekerja migran mengetahui jumlah
gaji yang mereka terima setelah tiba di negara penempatan.

Umumnya, insiden pengalaman buruk atau trauma yang dilalui pekerja
migran telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Insiden terkait
pelecehan baik seksual maupun psikologis yang dilihat dari berbagai negara
penempatan telah menurun dari 8% menjadi 4%. Ada pula yang diamati dari
masalah pekerjaan, seperti jam kerja yang dianggap terlalu lama, tidak
menerima uang lembur, pembayaran gaji yang terlambat, gaji ditahan,
menerima upah lebih rendah dari yang telah disepakati bahkan ada yang tidak
diberi jatah hari libur. Selain itu juga, risiko yang kerap dialami pekerja
migran yaitu perlakuan yang buruk dari majikan dan pelecehan, yang dimana
mayoritas korbannya yaitu perempuan sekaligus Pekerja Migran yang berada
di Timur Tengah (Office, 2017).

Berikut Insiden pengalaman negatif dan trauma yang dirasakan oleh
Pekerja Migran Indonesia sesuai tempat penempatan pada tahun 2013-2014

dalam %:

Tabel 1.1 Insiden pengalaman negatif dan trauma Pekerja Migran

Indonesia 2013/2014
Negative Gender Legal status Main destination
Experience
Male | Female | Documented | Undocumented | Malaysia | Developed | Middle
Countries | East
Salary Related
Lower salary than 12 5 7 10 12 4
agreed
Late salary 17 11 10 18 18 6
payment
Retained Salary 10 6 4 10 10 3

Work Related




Do not get 12 73 52 55 19 51 84
overtime
allowance
Have too long 7 18 16 10 9 11 27
working hours
Heavy workload 15 17 16 16 16 12 22
Do not receive 6 30 24 17 11 15 48
days off

Abuse/Harassment
Physical abuse 1 2 2 2 1 1 5
Psychological 2 5 4 2 2 4 7
abuse
Sexual 1 3 2 2 1 1 6
harassment/assault

Sumber: World Bank Indonesia’s International Migration and Remittances
Survey 2013/2014

Dari data diatas, terlihat jelas sepanjang tahun tersebut permasalahan
yang banyak dialami para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yaitu berada di
negara penempatan Timur Tengah. Permasalahan terkait penerimaan gaji lebih
rendah dari yang disepakati, pembayaran gaji yang terlambat, gaji yang
ditahan, tidak mendapatkan uang lembur yang mana hal ini menjadi salah satu
permasalahan terbanyak yang dihadapi oleh PMI yang berada di Timur
Tengah sebanyak 84%, kemudian memiliki jam kerja yang terlalu lama, lalu
beban kerja yang berat, tidak menerima hari libur terhitung kedalam daftar
pengaduan sebanyak 48%, kekerasan fisik, pelecehan psikologis dan
pelecehan seksual menjadi daftar pengaduan terbanyak dari PMI yang bekerja
di Timur Tengah jika dibandingkan negara penempatan lainnya.

Berbagai permasalahan yang dialami oleh pekerja migran salah
satunya dikarenakan banyak dari PMI tersebut yang bekerja menggunakan
sistem Kafalah (Sponsorship). Sistem ini mengharuskan pekerja migran,

terkhusus bagi PMI yang bekerja di sektor informal yang ingin direkrut oleh




Arab Saudi disponsori oleh seorang warga negara atau majikan serta agen
pemerintah Arab Saudi sekaligus bertanggung jawab terkait urusan hukum
maupun finansial pekerja selama kontrak berlangsung. Sistem ini mengakar
pada negara anggota GCC (Gulf Cooperation Council) yang berada di
kawasan Timur Tengah, yang mana sistem ini ditujukan dalam pemberian
perlindungan serta jaminan keamanan bagi para PMI. Namun dalam
pelaksanaannya sistem ini sangat mengontrol hak-hak pekerja migran, yang
justru dianggap sebagai tindakan praktek ilegal bagi undang-undang negara
tujuan lainnya (Amirul Ikhsan, 2021).

Tabel 1.2 Jumlah pengaduan tertinggi PMI berdasarkan negara

penempatan
No Negara Jumlah Pengaduan
2013 2014
1. Arab Saudi 1864 1294
2. Malaysia 723 886
3 Taiwan 345 278

Sumber: Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Negara Siskotkin BNP2KI

2013/2014 data yang sudah dikelola penulis

Dilihat dari data tabel 2, Arab Saudi menempati peringkat pertama
dalam jumlah daftar pengaduan dari para pekerja migran Indonesia. Meskipun
dari tahun 2013-2014 jumlah dalam daftar pengaduan PMI mengalami
penurunan secara signifikan, akan tetapi jumlah pengaduan PMI di Arab Saudi

masih berada didalam posisi pertama dari data tersebut.

Akibat tingginya jumlah daftar pengaduan yang dilakukan para PMI
membuat pemerintah bertindak dengan menandatangani MoU yaitu pada
tanggal 19 Februari 2014 bertempatkan di Riyadh, telah ditandatangani MoU

yang merupakan bentuk perjanjian Kesepakatan bilateral antara Republik
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Indonesia dan Arab Saudi tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di bidang domestik (Memorandum of Understanding Agreement the
Placement and Protection of Indonesian domestic Workers). Namun MoU ini
hanya dapat bertahan selama satu tahun, hal ini dikarenakan tidak terlihatnya
itikad baik dari pemerintah Arab Saudi sendiri dalam melindungi keamanan
PMI. Hal ini juga dilihat dari semakin banyaknya daftar pengaduan PMI

sepanjang tahun 2014 hingga 2015 (Pangestu et al., 2020a).

Kemudian pada tanggal 1 juli tahun 2015, kebijakan moratorium dalam
penempatan PMI Kembali dilanjutkan akibat belum adanya regulasi tentang
perlindungan pekerja migran di negara penempatan. Selain itu pula,
moratorium ini dilakukan karena terdapat pengaduan terkait tunggakan
pembayaran sekaligus kekerasan termasuk hukuman mati terhadap pekerja
migran. Tercatat sekitar 281 PMI yang terancam hukuman mati, diantaranya
59 orang dijatuhi eksekusi, lalu 219 dalam proses dan sisanya dua orang telah
dieksekusi yaitu karni dan Siti Zaenab. Terdapat peristiwa eksekusi mati dua
orang PMI di Arab Saudi inilah yang menjadi pemicu pemerintah membuat
kebijakan moratorium terkait penghentian PMI terhadap negara-negara

dikawasan Timur Tengah (Mike verawati, 2017).

Maka dari itu, melalui keputusan Menteri tenaga kerja Nomor 260
Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara Kawasan Timur
Tengah (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2015), Presiden Joko
Widodo memberlakukan kebijakan terkait pemberhentian pengiriman maupun
penempatan PMI pada sektor domestik terhadap 19 negara yang berada di
kawasan Timur Tengah (Kirana & Ayuningsasi, 2022). Namun, sejak
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pemberlakuan kebijakan moratorium, sekitar 5.000 hingga 10.000 PMI
berketerampilan rendah diam-diam berangkat secara ilegal ke luar negeri
(Firdaus, 2018). Nyatanya, dalam pengimplementasiannya kebijakan

moratorium ini dianggap sebagai pernyataan di atas kertas saja.

Tepatnya pada hari kamis tanggal 11 oktober tahun 2018 silam,
pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Kembali sepakat pada Kerjasama
bilateral terkait One Channel System (Sistem Penempatan Satu Kanal) Pekerja
Migran Indonesia, yang dimana penandatanganan ini bertempatkan di kantor
Kementerian Ketenagakerjaan RI dan dilakukan oleh M. Hanif Dhakiri
Menteri ketenagakerjaan Rl Bersama Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al
Rajhi sang Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab
Saudi. Menurut Menteri Hanif, Kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang
diputuskan dengan mudah, mengingat banyaknya pengaduan yang dilakukan
oleh para PMI sehingga mempengaruhi persepsi Publik. Sehingga harapan dari
kesepakatan Kerjasama ini dengan melakukan berbagai perbaikan yang
terintegrasi melalui satu sistem secara online mampu meningkatkan
mekanisme dalam penempatan serta perlindungan bagi PMI secara lebih baik

lagi.

Sedangkan, Kerjasama yang dimaksudkan adalah bersifat uji coba
secara terbatas dengan jumlah PMI tertentu yang dilakukan secara evaluasi
setiap tiga bulan, namun dilihat dari lokasi tertentu seperti Jeddah, Riyadh,
Madinah, serta wilayah bagian timur seperti Damam, Qobar dan Dahran. Hal
ini juga dilihat dari jabatan tertentu yang ditawarkan seperti Housekeeper,
Babysitter, family cook, Elder Caretaker, family driver, dan child care. Disisi
lain, Menteri Ahmed juga mengatakan jika Arab Saudi berharap Kerjasama ini
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dapat berjalan dengan baik, yang dilihat dalam rangka perlindungan hak
pekerja migran serta mengatur hubungan kerja antara majikan dengan pekerja
migran sesuai atau berdasarkan hukum maupun peraturan di kedua negara

serta konvensi internasional (Biro Humas Kemnaker, 2018).

Meskipun Technical Arrangements Sistem Penempatan satu Kanal
telah ditandatangani sejak 2018 lalu, namun terdapat Kendala dalam
pelaksanaannya salah satunya Covid-19, akibatnya habis masa berlakunya dan
belum terimplementasi secara menyeluruh. Maka dari itu, pada tanggal 11
Agustus 2022, dilakukan penandatanganan Joint Statement dan Record of
Discussion One Channel System for Limited Placement for Indonesian
migrant workers in the Kingdom of Saudi Arabia (Rekam diskusi Sistem Satu
Saluran untuk penempatan terbatas Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan

Arab Saudi).

Sistem penempatan satu kanal (One Channel System) merupakan
sistem penempatan dan perlindungan PMI yang terintegrasi secara online
antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi yang
dimulai dari informasi, pendaftaran, seleksi calon PMI, penempatan hingga
pemulangan yang berada dibawah kendali pemerintah Indonesia (News
Admin, 2022). Pada dasarnya di dalam sistem ini PMI bekerja sama dengan
sistem Syarikah yang sebelumnya bekerja sama dengan sistem Kafalah,
sedangkan yang dimaksud dengan sistem Syarikah yaitu sistem yang ditunjuk
dan bertanggung jawab pada pemerintah Arab Saudi atau dengan kata lain
perusahaan (Pangestu et al., 2020b). Sedangkan Sistem Penempatan Satu
Kanal dibentuk untuk mempermudah dan memberi keamanan bagi pekerja
migran Indonesia, dikarenakan hal ini mengintegrasikan sistem informasi
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pasar kedua negara, yaitu melalui Siap Kerja atau sistem dari Indonesia sendiri
dan Musaned atau sistem informasi pasar kerja Arab Saudi (Fabiola

Fabrinastri, 2022).

Dari kesepakatan Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam
melaksanakan sistem One Channel System pada tahun 2022, maka
bagaimanakah Peluang dan tantangan sistem penempatan satu kanal (One
Channel System) dalam konteks keamanan Pekerja Migran Indonesia ke Arab

Saudi?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis
akan meneliti rumusan masalah terkait: Bagaimanakah Peluang dan
Tantangan Sistem Penempatan satu Kanal (One Channel System) dalam

konteks Keamanan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Kepentingan Indonesia dan Arab Saudi dalam
melakukan kesepakatan Kerjasama terkait penempatan sistem satu
kanal (One Channel System) Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.
2. Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangan dalam penerapan
sistem satu Kanal (One Channel System) terhadap para Pekerja migran
Indonesia ke Arab Saudi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat baik dalam segi

teoritis dan Praktis, yaitu:

Manfaat Teoritis:



1. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk
membangun pemikiran maupun pengembangan ilmu dalam
pengetahuan umum maupun memperluas pengembangan pemikiran
dalam mempelajari studi Hubungan Internasional.

2. Diharapkan Penelitian ini menjadi sumber informasi bagi mahasiswa
studi Hubungan Internasional khususnya yang melakukan research
atau penelitian terkait fenomena ini.

3. Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca mengenai
tujuan mengapa dilakukannya Kerjasama Bilateral kedua negara
sehingga menghasilkan asumsi terkait peluang maupun tantangan yang
dilihat kedepannya Ketika kesepakatan ini diterapkan kepada pekerja
migrannya, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi
dengan menerapkan penempatan sistem satu kanal (One Channel
System) dalam konteks keamanan Pekerja Migran Indonesia ke Arab

Saudi.

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam
membangun pemikiran mengenai bagaimana kedua negara yang
melakukan Kerjasama untuk mendapatkan hasil yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak, dalam artian saling

ketergantungan.
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